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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sila ke 5 (lima) berbunyi 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke 5 (lima) juga terdapat 

persamaan hak-hak setiap individu dalam mendapatkan keadilan. Penyelesaikan 

perselisihan atau sengketa dapat dilakukan dengan proses litigasi atau non 

litigasi. Mekanisme penyelesaian perkara secara litigasi dilakukan dengan cara 

mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama, sedangkan 

mekanisme penyelesaian perkara secara non litigasi dilakukan secara win-win 

solution dengan metode alternative penyelesaian perkara baik secara negosiasi, 

konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, jika para pihak terdapat keinginan yang kuat 

untuk berdamai.
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Pada dasarnya manusia diciptakan didunia ini untuk berpasang-pasangan 

antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warrahmah, namun kenyataannya dalam perjalanan kehidupan rumah 

tangga sering menemui hambatan atau kendala yang mengakibatkan kandasnya 

rumah tangga tersebut dengan adanya perceraian. Proses perceraian secara 

mekanisme gugatan dapat dilakukan oleh suami ataupun istri ataupun kuasa 
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hukumnya. Proses gugatan dapat dilakukan di Pengadilan Negeri ataupun di 

Pengadilan Agama. 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan peradilan dilaksanakan berdasarkan 

asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengadilan Agama Pati merupakan 

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang dalam menyelesaikan perkara 

selalu mengupayakan tujuan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya 

ringan.Sebelum proses persidangan, Hakim selalu mengupayakan perdamaian 

untuk para pihak sebagaimana Pasal 130 HIR/154 Rbg, tidak terkecuali perkara 

perceraian.
2
 

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang 

diatur dalam Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

penyelesaian sengketa. Pelaksanaan mediasi di pengadilan secara khusus diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis 

tentang banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati diperoleh 

hasil data sebagai berikut:
3
 

Tabel 1: Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 

2019. 
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Tabel 1: Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 

2019.
4
 

No Bulan Jumlah Perkara 

Perceraian 

Yang berhasil 

dimediasi 

1 Januari 366 Tidak ada 

2 Februari 242 Tidak ada 

3 Maret 249 Tidak ada 

4 April  275 Tidak ada 

5 Mei  220 Tidak ada 

6 Juni  282 Tidak ada 

7 Juli  370 Tidak ada 

8 Agustus  274 Tidak ada 

9 September  314 Tidak ada 

10 Oktober  321 Tidak ada 

11 November  310 Tidak ada 
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12 Desember  208 Tidak ada 

 

Berdasarkan tabel di atas, perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati 

pada Tahun 2019 sebanyak 3.431 Perkara perceraian per bulan paling sedikit 

perkara masuk sebanyak 208 perkara dan tidak ada satupun yang mampu 

berhasil dimediasi baik oleh Hakim Pengadilan Agama Pati ataupun Mediator 

profesional. Permasalahan atau kendala apakah yang dihadapi hakim 

Pengadilan Agama Pati selaku mediator ataupun mediator professional dalam 

mendamaikan suami dan istri yang ingin bercerai sehingga dapat 

menyelamatkan rumah tangga para pihak, namun kenyataannya pelaksanaan 

mediasi mengalami kegagalan. 

Sebagai contoh perkara perceraian yang gagal dimediasi dengan 

Nomor: 2214/Pdt.G/2019/PA.Pt, antara Akhmad Nugroho bin Tardjo sebagai 

Pemohon, serta Harsini binti Karyadi sebagai Termohon. Pelaksanaan mediasi 

dimediatori oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yaitu Drs. H. Moh. Bambang 

Hidayat, S.H., M.H., dalam pelaksanaan mediasi tersebut antara Pemohon dan 

Termohon tidak menemui kata sepakat dalam mediasi yang dilakukan di 

Pengadilan Agama Pati. Perkara lain yang gagal dimediasi adalah perkara 

Nomor: 2013/Pdt.G/2019/PA.Pt, antara Muhammad Abdul Wahid bin 

Juwondo sebagai Pemohon serta Dewi Sinta bin Rujianto sebagai Termohon. 
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Pelaksanaan mediasi dimediatori oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yaitu 

Drs. Rizal Pasi, S.H., M.H., namun mediasi gagal. 

Beranjak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “Kegagalan Pelaksanaan 

Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Dalam 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati? 

2. Bagaimana Upaya-Upaya Mediator Untuk Mengatasi Kegagalan 

Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pelaksanaan Mediasi 

Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati. 

2. Untuk Mengetahui Upaya Mediator Untuk Mengatasi Kegagalan 

Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

berguna sehingga dapat diterapkan. Manfaat serta kegunaan yang diharapkan dari 

hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 
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Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan pada 

pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, mengenai 

kegagalan pelaksanaan mediasi, upaya-upaya mediator, khususnya tentang 

ilmu Hukum Perdata. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik kepada 

Pemerintah maupun masyarakat dalam hal kegagalan pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Pati. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuki mempermudahi dalam mempelajarii skripsii ini, dijelaskani secara 

singkati sistematikai penulisani dari Bab I sampaii dengan Babi V. Sistematika 

penulisani penelitiani ini adalahi sebagaii berikut: 

BAB I : iPENDAHULUAN. Bab inii akani menguraikani tentangi latar 

belakangi permasalahani yang memuati hal yangi menjadii dasari penelitiani yang 

akani dilakukan. Selaini itu jugai dapat dilihati mengenaii pokoki permasalahan, 

Tujuani Penelitiani, Kegunaani Penelitiani serta Sistematikai Penulisan. 

 BABi II : TINJAUANi PUSTAKA. Babi inii memuati mengenai 

tinjauani pustakai yangi bergunai sebagaii landasani teoritisi untuki melakukan 

pembahasani terhadapi pokok permasalahani yangi terdirii darii Tinjauan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tinjuan Mediasi, Tinjauan Mediator, Tinjauan 

Perceraian. 
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 BABi III : METODEi PENELITIAN. Babi ini berisii mengenai 

metodei yangi digunakani untuki penelitiani yangi akan dipaparkani yang terdiri 

dari metodei pendekatan, spesifikasii penelitiani, metodei penentuani sampel, 

metodei pengumpulani data, metodei pengolahani dani penyajiani datai serta 

metodei analisisi data. 

BABi IV : Menguraikani tentangi Hasili Penelitiani dani Pembahasan. 

Dalami babi ini penulisi menguraii dan membahasi tentangi kajiani penelitian 

penyebab kegagalan pelaksanan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Pati, kegagalan mediasi akan dianalisisi dengani Peraturani Mahkamah 

Agungi Nomori 1 Tahun 2016 Tentangi Proseduri Mediasii di Pengadilan. Hasil 

penelitiani lapangani selanjutnyai diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan 

dengani kerangkai teoritiki ataui kerangka analisisi yangi dituangkani dalam 

BAB II, sehinggai jelasi bagaimanai datai hasili penelitiani dapati menjawab 

permasalahani dani tujuani pembahasani dalami kerangkai teoritiki yangi telah 

dikemukakani terdahulu. 

 BABi V : Babi ini merupakani bab penutupi yangi memuati tentang 

kesimpulani dani sarani dari pembahasani permasalahani yangi telahi dikajii 

padai babi sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


